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<p style="text-align: justify;">Barang Milik Kekayaan Negara, adalah bagian dari kekayaan negara yang
harus dikelola dengan baik, pengelolaan ini dilaksanakan secara transparan, bersih dan bebas dari

penyal ahgunaan kekuasaan. Pengelolaan BMKN adalah dengan melakukan penatausahaan, yakni
pencatatan, pendaftaran, pembukuan dan pelaporan secara baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang
telah ada. Menurut pengamatan, penatausahaan BMKN pada Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera
Barat belum berjalan seperti yang diharapkan, ini terbukti tidak dijumpai dokumen-dokumen barang pada
tiap Bidang dan Bagian dilingkungan Kantor Wilayah dan belum melaksananya penomoran atas barang-
barang inventaris, serta belum dilakukan pelaporan secara berkala. Adapun tujuan penelitian ini untuk
memperoleh informasi penyebab tidak terlaksananva ketatausahaan BMKN ini dengan semestinya yang
dilihat dari pendekaan sistem, yang terdiri dari komponen masukan, proses dan keluaran. Sebagai komponen
masukan adalah Tenaga pengel ola/pengurus barang yang dilihat dari pengetahuan, lama bekerja, beban kerja
dan sikap. Proses pengadaan barang dan ketersediaan dokumen dan peraturan. Komponen proses dilihat dari
gambaran perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan,
sedangkan dari proses keluaran adalah terlaksananya tertib penatausahaan barang. Penelitian ini dilakukan
dengan memakai metoda kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara
mendalam (WM) dengan Kepala Kantor Wilayah Koordinator Administrasi, Kepala Bidang dan Bagian,
Pengurus/ pengelola barang dan Pemimpin royek dilingkungan Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera
Barat. Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat pengetahuan tenaga pengurus / pengelola barang di tangan,
tentang penatausahaan barang dirasakan sangat rendah, sertalama bekerja sangat bervariasi dan semua
tenaga pengel ola barang mempunyai beban kerja yang rangkap dan sikap yang kurang serius. Dokumen-
dokumen barang belum tersedia diruangan-ruangan Bagian dan bidang. Untuk terlaksananya tertib
penatausahaan BMKN ini perlu dilakukan peningkatan profesionalisme pengurus/ pengelola barang tentang
penatausahaan barang, tidak memangku tugas rangkap dan disarankan supaya tenaga pengurus/ pengelola
barang diangkat sebagai tenaga fungsional yang mendapat tunjangan fungsional, serta meningkatkan
pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung. Dari pihak penanggung jawab barang pada Kantor
Wilayah diharapkan dapat selalu memberikan pembinaan dan umpan balik yang terjadwal.</p><hr

[><p>& nbsp;</p><p style="text-align: justify;">System Analysis of State Property Administration in
Regional Office of West Sumatra Province Y ear 2000 State property is part of the state assets that must be
managed properly, and this management is done in transparent way, clean and free from abuse of power.
Management of state property is done by administration, namely recording, listing, filing and reporting
property according to the prevailing regulations. According to observation, administration of state property
in Regional Office of Health Department of West Sumatra Province has not been done as expected. Thisis
because the lack of documents of the property in each department and section within the Regional Office
and the absence of numbering of inventories, and the absence of periodic report. While the purpose of this
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research isto obtain the information regarding the cause why the state property administration is not
implemented properly that can be seen in terms of system approach consists of input,? process and output
components. The input components is the administrative personnel for the inventoriesin terms of
knowledge, tenure, workload and attitude, inventories purchase process and availability of documents and
regulation, The process component can be seen from the planning and need, organization, motivation and
supervision while output process is the good implementation of inventories administration, thisresearchis
done by using qualitative method. in which the data collection is done by conducting in-depth interview with
the Regional Office. Administration Coordinator, Department and Section Head, Management and Project
Officer within the Regional Office of Health Department of West Sumatra. From this research it can be seen
in the level of knowledge of the management. Administration knowledge regarding inventoriesis low, and
tenureis varied and all management personnel have double task and not serious. The inventories documents
are not available in Department and Section rooms. For good implementation of state property
administration the professionalism of the management personnel needs to be improved. They must not have
double tasks and it is suggested that the management personnel appointed as functional personnel that
receive functional bonus, and direction and supervision from immediate supervisor. It is expected that the
personnel in charge for inventoriesin Regional Office aways provide periodic direction and feed back.</p>



